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 BAB I
[bookmark: _Toc119104511]PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _Toc119104512]Latar Belakang
        Dalam menyikapi perkembangan perekonomian yang ada di negara Indonesia banyak perilaku-perilaku dari produsen, distributor, maupun konsumen yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh Peraturan perundang-undang maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, adapun perilaku konsumen meresahkan bagi konsumen yang lainnya, yakni banyaknya pengelolahan dan pengoplosan daging sapi dan banyak orang yang tidak mengetahui apa makna dari perilaku konsumen itu sendiri, sehingga banyak konsumen yang melakukan kecurangan-kecurangan, pada dasarnya perilaku konsumen yaitu mencari dan memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan dilingkup masyarakat kemudian nantinya akan dipakai atau digunakan sendiri maupun orang lain dan bukan dijual kembali melalui perikatan yang ia buat derngan produsen sebagai penyedia barang, misalnya jual beli.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Seiring dengan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, serta kebutuhan pangan yang meningkat, hal tersebutlah yang mendorong pelaku usaha atau produsen untuk bertindak nakal terhadap daging yang tak layak konsumsi karena daging sapi tersebut dicampuri dengan bahan kimia agar daging tersebut tidak membusuk. 

         Perlindungan konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun mahluk lain, dan tidak untuk di perdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa ‘’Setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangankan’’[footnoteRef:1]. [1:  Undang – undang no. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.] 

Setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang itu. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas di kesampingkan maka runtuhlah bangunan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya serta dalam asas-asas tersebut merupakan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.
Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang
hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Selain itu diperlukan
kesediaan semua pihak untuk mencegah agar tidak membanjirnya daging sapi tak layak konsumsi di dalam masyarakat. Ironinya, justru hal inilah yang belum
dilakukan oleh aparat Pemerintah. Selama ini pemerintah belum bertindak tegas
terhadap para pedagang yang menjual daging sapi tak layak dikonsumsi. Tindakan
pemerintah selama ini terhadap pelaku pengerdar daging sapi glonggongan
hanya sebatas diberi teguran, penyuluhan dan pembinaan padahal sudah mengacu pada ketentuan pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi berdasarkan keetentuan pasal 1505 KUHPer bahwa apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya,kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1509 KUHPer. Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPK diketahui bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi daging yang tak layak konsumsi yang di perdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian daging yang layak dikonsumi[footnoteRef:2]. [2:  KUHPer perlindungan konsumen.] 

Sebagaimana yang ditentukan pasal 1508 KUHPerdata:
1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga;
2. Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembeli dan penyerahan barang);
3. Kalau barang yang di beli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Dalam penyelenggaraan di dunia pada umumnya di gunakan konsep Negara kesejahteraan (welfare state) dimana Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat dan  negara perlu  harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat dan apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, dan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-sewenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. 
Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. salah satu sifat, Sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap ganggunang pihak lain. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Pernyataan yang tidak untuk di perdagangkan yang di nyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “Setiap perseorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk  badan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang ini, dan melainkan juga para agen, distributor, serta jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan penguna barang dan jasa.
  Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha. Dalam perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha memiliki besar untuk melakukan kewajiban sertai tanggung jawabnya beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, berawal dari itikad baik pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Kosumen. Selaku kewajiban pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab yang mana telah diatur sebagaimana mestinya dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:
’’Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan’’.
        Berdasarkan hal tersebut hak-hak konsumen telah dilindungi dengan adanya upaya pemenuhan dalam kewajiban dantanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.[footnoteRef:3] Tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.[footnoteRef:4] Dan konsumen sering kali di rugikan dalam hal pangan, padahal pangan merupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda oleh karena itu konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutahan masing-masing individu sebab konsumsi pangan sangat berkaitan erat dengan kesehatan karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah, baik gizi kurang maupun gizi lebih. [3:  Edmon Makarim,Komplikasi Hukum Telematika,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),hlm.21.]  [4:  Ibid,hlm. 127.] 

       Daging merupakan protein hewani yang baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan karena memiliki nilai gizi tinggi. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya protein hewani seperti daging sapi semakin meningkat, sehingga kebutuhan daging sapi nasional akan semakin bertambah jumlah dengan daging sapi yang mestinya di sediakan oleh kebutuhan konsumsi daging sapi secara nasional dan perlu adanya pembinaan dan pendidikan terhadap perilaku konsumen yang di Indonesia, serta sosialisasi terhadap kebiasaan masyarakat tentang akibat adanya pencampuran atau daging oplosan dan bahan-bahan kimia atau pengawet yang berbahaya agar daging sapi tahan lama.
          Tanpa disadari akibat mengkonsumsi dagi sapi yang bercampuran pengawet atau daging sapi tak layak konsumsi akan berdampak buruk bagi konsumennya, misalnya dalam jangka pendek yang paling sering dirasakan oleh konsumen adalah diare, mual dan muntah, bahkan dapat berdampak lebih buruk dalam jangka yang panjang apabila dikonsumsi secara berkelanjutan yaitu merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
Adapun ciri-ciri daging sapi yang baik dikonsumsi yaitu;
1. Perhatikan Warna Daging:
a. Daging yang segar dan berkualitas tentu berbeda dengan daging yang sudah busuk.
b. Daging sapi yang masih fresh berwarna merah dan segar.
c. Rasa dan aroma.

2. Tekstur Daging
a. Daging sapi yang segar memiliki tekstur yang terasa kenyal. Tekanlah sedikit daging tersebut, jika kembali ke posisi semula berarti daging sapi tersebut masih baru dan segar.
b. Hal ini berbeda dengan daging sapi yang busuk dimana daging tersebut akan terasa lembek ketika ditekan.
3. Tidak berair
Jika anda membeli daging membeli daging mungkin anda sering melihat cairan berwarna merah mirip darah. Cairan itu bukanlah darah melainkan sari dari daging tersebut.
          Jual beli adalah sebuah rangkaian proses menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disepakati.  Jual beli dapat juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis di   mana keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya sebuah transaksi atau jual beli dilakukan adalah untuk menjawab tantangan dan sejumlah kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan yang mereka butuhkan dengan cara interaksi satu sama lainnya.
           Jual beli sangat lazim dilakukan oleh masyarakat kita, untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan terutama dalam hal ini adalah jual beli daging sapi tak layak konsumsi. Dalam KUHPerdata perjanjian jual beli diatur dalam buku III Pasal 1457 BW yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud. [footnoteRef:5] Apabila definisi dari perjanjian jual beli dari Pasal 1457 BW diperhatikan, maka tampaklah bahwa perjanjian jual beli itu menimbulkan kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak. Di satu pihak adalah kewajiban menyerahkan barang dan pihak yang lain untuk membayar harganya. Untuk perjanjian jual beli tidak menurut Burgelijk Wetboek tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara para pihak mengenai barang (zaak) dan harga2. [5:  Hartono Soerjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli, Aneka Perjanjian Jual Beli, Seksi Notariat Fakultas Gajah MadaYogyakarta,1982, hlm 1.] 

        Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang salah satunya dengan berdagang. Transaksi jual beli bisa dilakukan terhadap barang apa saja yang bermanfaat, baik barang baru ataupun barang bekas, baik barang yang bergaransi maupun yang tidak bergaransi. transaksi terhadap barang-barang bekas cukup banyak dilakukan, ada yang dilakukan di pasar umum, pasar khusus barang bekas.
         Barang yang diperjual belikan haruslah memenuhi syarat dalam jual beli, adapun syarat sahnya dalam melakukan jual beli yaitu, yang terkait dengan subjeknya yaitu yang berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dan berdasarkan degan objeknya yaitu barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan kesepakatan.
            Yang terjadi di masyrakat khususnya di pasar terdisional atau penjual daging dalam melakukan transaksi jual beli dengan konsumen, Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) berdasarkan hasil dari proyeksi besarnya permintaan daging sapi padaa tahun 2019 adalah sebesar 2,40 kg/kapita/pertahun.[footnoteRef:6]  Tingginya permintaan daging sapi berakibat harga jualpun makin naik sehingga menciptakan ruang bagi penjual untuk memperoleh keuntungan besar. Demi mendapatkan untuk yang besar tak jarang terdapat beberapa penjual yang berbuat curang, salah satunya dengan menjual daging sapi tak layak konsumsi. Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada termasuk daging sapi tidak pantas menjamin daging sapi yang beredar di dalam masyarakat. Kerena pada kenyataan nya masih terdapat beberapa kasus peredaran daging yang tidak layak dikonsumsi seperti yang terjadi di pasar tradisional. [6:  Retno suryani,Outlook Komoditas Pertanian Sub-Sektor Peternakan Daging ,(Jakarta: Pusat Data dan Sistem InformasiPertanian Sekretariat Njenderal Kementerian Pertanian,2015),hlm.14.] 

       Tingginya permintaan pasar dan nilai ekonomi yang dihasilkan mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba bersaing dalam hal ini melakukan berbagai inovasi untuk menjaga stabilitas keberlanjutan produksi dan usahanya agar tetap terjaga. Sehingga pelaku usaha tersebut menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya ditengah tingginya kebutuhan konsumsi pasar dan juga disaat Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Disisi lain ada hal yang terabaikan ditengah persaingan pasar yakni, peran konsumsi sebagai unsur mata rantai perdagangan itu sedikit telah diacuhkan seperti halnya terjadi penjualan daging 
yang tak layak (daging oplosan) yang cukup menggemparkan publik dimana dari adanya penjualan daging tak layak ini menimbulkan kerugian bagi para konsumen dan tentunya juga sangat berdampak bagi pelaku usaha lainnya. [footnoteRef:7] [7:  Imam Adi Sanjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik yangTidak Bersertifikat,(Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2018) hlm.3 ] 

        Hukum senantiasa berkembang secara dinamis, karena pada dasarnya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yang tentunya sesuai dan/atau merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat agar pelaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi pendidikan konsumen yang relatife rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.[footnoteRef:8] [8:  Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia,2008, hlm. 11.] 

      Bicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya berbicara tentang tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya dari keempat unsur tersebut sesuai fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan bagi konsumen.[footnoteRef:9] Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:  [9:  Ahmad Miru,dan Sutarman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007)hlm.110] 

‘’Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen ’’.[footnoteRef:10] [10:  Pasal 1 Ayat (1),Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.] 


        Penjelasan dari kalimat‘’Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum’’, diharapkan sebagai benteng untuk mencegah dan/atau meniadakan Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan terhadap hak konsumen bukan semata-mata menjadi tugas dari pemerintah pusat. Fungsi intervensi dalam rangka menciptakan konsep negara kesejahteraan (welfare state) tidak akan mungkin terwujud tanpa turut campur pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu komponen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat harus tetap bersinergi dengan pemerintahan pusat untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap konsumen, Hak konsumen sebagaimana diamanatkan oleh pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya akan menjadi norma yang mati manakalah terjadi pemberian dalam urgensi oleh satuan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena pemerintah wilayah gorontalo merupakan komponen pemerintahan tingkat kabupaten maka juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak konsumen melalui urgensi norma perlindungan hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam kasus ini sangatlah rentan dan berbahaya, karena tak hanya menyangut kerugian materil semata, melainkan dari segi non materil juga seperti bahaya atau efek yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan yang tentunya sangat membahayakan nyawa konsumen atau yang mengkonsumsi, dan itu jelas di atur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan, yaitu;[footnoteRef:11] [11:  Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.] 

1. Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.
2. Pangan tercemar sebagaimana maksud pada ayat (1) berupa pang yang:
a. Mengandung bahan racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. Mengandung bahan yang dilarang digunkana dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
e. Diproduksi dengan cara yang dilarang dan/atau 
f. Sudah kedaluwarsa;


Ketentuan lain yang mengatur tentang larangan pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yng bertentang dengan peraturan perundang-undangan telah dijelaskan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana maksud dari pasal 8 ayat (1) butir a b dan h, pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut;[footnoteRef:12] [12:  ] 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang:
a. Tidak memenuhi tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikat barang tersebut.
a. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan’’ halal’’ yang dicantumkan dalam label.
(2) Pelaku usaha dilarang memperdangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta menariknya dari peredaran.
Dari pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwasanya mereka memiliki beberpa hak-hak yang sangat penting untuk dilindungi sebagai konsumen, karena mereka juga memiliki peranan yang sangat penting dalam peredaran rantai perdagangan. Akan tetapi, sorotan terhadap perlindungan konsumen sangatlah lemah, atau dalam hal kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan harapan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Sebagaimana penelitian awal pada kantor YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Menurut bapak Hariyanto Puluhulawa, S.KOM.,SH (KetuaYLKI) Pernah terjadi penjualan daging sapi yang tidak layak konsumsi di kecamatan batudaa kabupaten gorontalo, yang koronologinya disebabkan karena sapi tersebut masuk didalam kebun salah satu warga sehingga ia merasa jengkel karena tanamannya yang didalam kebun dimakan dan dirusak oleh sapi tersebut. Karena rasa jengkelnya ia menombak sapi tersebut dan sapi itu lari masuk kedalam sumur, sehingga sapi itu mati didalam sumur dalam rentang waktu 7 jam sapi itu baru berhasil dievakuasi dan dikeluarkan dari dalam sumur.  Akan tetapi yang  sangat di sayangkan dalam hal ini yaitu sapi tersebut tidak dikuburkan melainkan dijual dengan harga yang terbilang lumayan tinggi, karena sapi itu terlihat besar padahal sudah bengkak dan sudah tidak layak dikonsumsi dan/atau diperdagangkan.
[bookmark: _Hlk129818205]         Berdasarkan dengan berbagai penjelasan diatas terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan kondisi fakta yang terjadi dilapangan, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat ini, demi untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen itu sendiri, dengan judul proposal
 ‘’Perlindungan Konsumen Terhadap Peradaran Daging Sapi Tak Layak Konsumsi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Di Wilayah Kota Gorontalo’’
1.2. [bookmark: _Toc119104513]Rumusan Masalah
      Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diwilayah kota gorontalo?
2. Faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum bagi konsumen seterusnya sampai diwilayah kota gorontalo? 
1.3. [bookmark: _Toc119104514]Tujuan Penelitian
     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumsi daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diwilayah kota gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan konsumen 
1.4. [bookmark: _Toc119104515]Manfaat Penelitian 
       Adapun manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini terdiri atas dua aspek, yaitu:
1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuaan dan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menanmbah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum perlindungan konsumen.
2. Secara praktis, Dapat menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah khususnya pemerintah Gorontalo guna dapat urgensi perlindngan hak konsumen secara lebih baik lagi serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa menjadi konsumen yang cerdas dan jujur dan yang paham akan barang atau jasa yang mereka dapatkan.
[bookmark: _Toc119104516]
BAB II
[bookmark: _Toc119104517][bookmark: _Toc119104518]TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum dan perlindungan konsumen 
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum 

Secara kebebasan, kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan protection atau dalam KBBI perlindungan disamakan dengan istilah proteksi yang artinya adalah proses atau perubahan memperlindungi, yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.
Sedangkan menurut black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting. Sedangkan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatife, sesuatu biasa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga Negara agar haknya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku[footnoteRef:13] [13:  Adam, A. (2011). DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DAN FIDUCIARY DUTY DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERKARA PERDATA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKTUR PT KMI (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).] 
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Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, maka pada dasarnya pengertian dari perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagaai subyek hukum yang dimana perlindungan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan mempunyai batasan derfinisi mengenai Hukum Perlindungan Konsumen tidak kita temukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejalan dengan batasan hukum konsumen sebagaimana dikemukakan oleh AZ. Nazution, Hukum Perlindungan Konsumen adalah:[footnoteRef:14] [14:  Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 53-61.] 

‘’Keseluruhan Asas-Asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan parah penyedia barang dan atau jasa konsumen ‘’.
Beberapa Ahli Hukum juga menyampaikan pendapat mengenai pengertian  perlindungan hukum, diantaranya ada pendapat dari Philipus M.Hadjon[footnoteRef:15] beliau mengatakan perlindungan hukum merupakan perlindungan kepada harkat dan martabat manusia terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan aturan hukum yang bersumberkan dari pancasila dan konsep Negara hukum [15:  Zaenal, H. K. (2022). HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(2), 85-94.] 

Berdasarkan pendapat philipus M.Hadjon, menyimpulkan bahwa perlindungan diberikan kepada masyarakat untuk harkat dan martabatnya dimana perlindungan tersebut sesuai dengan aturan-aturan hukum dengan tetap sumbernya dari pancasila dan konsep Negara hukum
Adapun pendapat dari para ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:
a. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut[footnoteRef:16] [16:  Andalusia, A., Elmis, L., & Oktarina, N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING DI SUMATERA BARAT. UNES Journal of Swara Justisia, 6(4), 356-367.] 

b. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum[footnoteRef:17] [17:  Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.] 

Terkait dengan teori perlindungan hukum ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pembahasan ini diantara lain yaitu  AZ.Nazution, Philipus M.Hadjon, Satjipto Raharjo.


2.1.2. Teori Tentang Konsumen
Konsumen adalah istilah umum digunakan dalam percakapan sehari-hari dan harus didefinisikan untuk mempermudah diskusi tentang perlindungan konsumen. Berbagai definisi “konsumen” telah dikemukakan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perliindungan Konsumen.
Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam passal 1 angka (2) yakni:[footnoteRef:18]  konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Konsumen adalah orang yang menggunakan produk ataupun layanan yang bersedia secara komersial. Pada saat yang sama, kepuasan konsumen adalah sejauh mana suatu produk memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Jika harapan konsumen terpenuhi, maka konsumen akan merasa puas. [18:  Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam passal 1 angka (2)] 

       Dari pengertian konsumen diatas, dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:
a. Setiap orang
Subjeyk yang disebut dengan sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan kerugian, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke person sebagai lawan subjek atau badan hukum(recht person).
b. Pemakai
Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) Undang-Undang perlindungan konsumen, kata ‘’ pemakai’’. Konsumen adalah konsumen akhir (ultimate person). Istilah kata’’pemakai’’ dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
c. Barang dan/atau jasa
Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti termologi tersebut digunakan jika produk. Saat ini ‘’produk’’ sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-Undang perlindungan konsumen mengertikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, diapakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
d. Yang bersedia dalam masyarakat
Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia dipasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
e. Bagi Kepentingan Diri sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk hidup lain
Transaksi konsumen adalah ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendir dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntuhkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 
Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai Negara.[footnoteRef:19] [19:  Celina Tri Siwi Kristiyanti,2009.Hukum Perlindungan Konsumen. Edisi I. Jakarta:Sinar Grafika.] 

2.2. [bookmark: _Toc119104519]Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”[footnoteRef:20]Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilhannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hakhaknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. [20:  Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999, Ps 1 Ayat 1, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hal. 1] 

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang  baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya.[footnoteRef:21] Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.[footnoteRef:22] [21:  Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 5]  [22:  Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 45] 

Adapun prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen antara lain:[footnoteRef:23] [23:  Hukum perlindungan konsumen.] 

A. Let the buyer beware (caveat emptor) 
Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar dari lahirnya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga kedua belah pihak tidak perlu adanya proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap dan/atau jasa yang dikonsumsinya, jika mengalami kerugiaan pelaku usaha dapat dengan ringan dan berdalih, semua itu kelalaian konsumen.
B. The due care theory 
Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, bagi barang maupun jasa jika kewajibannya sudah dilaksanakan maka untuk mempersalahkan pelaku usaha konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha yang di salahkan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian.
C. The privity of contract
Prinsip ini mengatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal tersebut baru dapat terlaksana setelah kedua belah pihak terlibat hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal diluar yang telah disepakati. Konsekuensi bagi konsumen mereka hanya dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.
D. Prinsip kontak bukan syarat
Prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatau hubungan hukum. Meskipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk transaksi berupa barang, sebaliknya kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

2.2.2. Asas Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas guna memberikan arahan dan urgensinya. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar ketentuan yang kuat, Pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
a) Asas kemanfaatan
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.[footnoteRef:24] [24:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2] 

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen perihal produk barang dan/atau jasa yang di 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2, 19. 13 promosikan, sehingga akan memberikan manfaat kepada keduanya yaitu konsumen dan pelaku usaha.
b) Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.[footnoteRef:25] [25:  Ibid.] 

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibanya masing-masing yang dimana salah satunya beritikad baik, konsumen harus beritikad baik terhadap pelaku usaha begitupun pelaku usaha harus beritikad baik kepada konsumen.
c) Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti meteriil dan spiritual.[footnoteRef:26] [26:  Ibid.] 

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun norma-norma perlindungan konsumen.
d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.[footnoteRef:27] [27:  Ibid.] 

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pegawasan.
e) Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[footnoteRef:28] [28:  Ibid.] 

2.2.3. Perlindungan hukum dalam konsumen
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Adapun perlindungan hukum konsumen tertuang dalam undang-undang yang menjelaskan:[footnoteRef:29] [29:  Perlindungan hukum konsumen] 

1. Hak saat menentukan barang
Customer mempunyai hak penuh saat menentukan barang yang nanti akan dipakai atau dimakan. Tidak ada yang memiliki haka tur sekalinya produsen yang berkaitan. Begitupun hak dalam mempelajari kualitas barang yang akan dibeli atau dimakan pada nanti.
2. Hak mendapatkan Ganti rugi 
Customer memiliki hak untuk memperolah ganti rugi atau ganti kerugian atas rugi yang diterimanya dalam sebuah transaksi bisnis jual beli yang sudah dilakukan.jika tidak ada kesesuaian dalam gambar atau kualitas, costumer memiliki hak lakukan sebuah tuntutan pada produsen.
3. Hak mendapatkan barang/atau jasa yang sesuai
Customer memiliki hak untuk mendapatkan produk dan servis sesuai persetujuan yang tercatat. Sebagai contoh dalam transaksi bisnis lewat online, jika ada service gratis biaya kirim, karena itu aplikasinya harus begitu. Jika tidak sesuai dengan, Customer memiliki hak menuntut hak itu.
4. Hak terima kebenaran atas semua info
Hal yang paling penting untuk beberapa customer, buat ketahui apa info berkaitan produk yang dibelinya. Produsen dilarang tutupi atau kurangi info berkaitan dengan produk, sebagai contohnya jika ada cacat atau tidak layak di konsumsi, produsen berkewajiban untuk memberikan info.
5.  Hak pelayanan tanpa Tindakan diskriminasi
Sikap diskriminasi pada customer sebagai salah satunya wujud pelanggaran atas hak customer. Servis yang diberi oleh produsen jangan memperlihatkan ketidaksamaan diantara customer yang satu sama customer yang lain.
Pemberlakuan undang-undang perlindungan konsumen diharapakan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak termasuk konsumen.
2.2.4. [bookmark: _Toc119104521]Tujuan Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:[footnoteRef:30] [30:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Pasal 3] 

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.
2.3. [bookmark: _Toc119104522]Tinjauan umum Konsumen dan Pelaku Usaha
2.3.1. Pengertian konsumen 
 Konsumen umum diartikan sebagai pemakai terkhir dari produk yang diserahkan kepeda mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangankan atau diperjualbelikan lagi.[footnoteRef:31] Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dituliskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy dengan mengatakan’’ Consumens by definition include us all’’. [31:  Gunawan Widjaja ,Hukum perlindungan konsumen.] 

Dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, istilah konsumen sebagai definisi Yuridis formal ditemukan paa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai baran dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan .[footnoteRef:32] Pengertian dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang perlindungan konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[footnoteRef:33]  [32:  .R,I ., Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang ‘’ Perlindungan Konsumen’’, Bab 1 ,Pasal 1 Ayat 2.]  [33:   Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,] 

1. Konsumen adalah setiap orang
Maksudnya adalah orang perorangandan termasuk juga badan usaha( badan hukum atau non hukum)
2. Konsumen sebagai pemakai  Pasal 1 angka 2 Undang- Undang perlindungan konsumen menegaskan bahwa undang-undang perlindungan konsumen mengunakan kata ‘’ pemakai ‘’ untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan jasa untuk diri sendri .
3. Barang dan/atau jasa 
 Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk dipergunakan oleh konsumen.
4. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat
 Barang yang diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.
5. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkanPengertian konsumen dalan Undang-Undang perlindungan konsumen dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak diperdagangkan barang dan jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk di konsumsi sendiri.
Ada beberapa Hak-Hak konsumen yang dilindungi oleh hukum, secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:[footnoteRef:34] [34:  Shidarta, hukum perlindungan konsumen, jakarta, grasindo, 2000 ; hal 14-27] 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety):
Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed):
Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
3. Hak untuk memilih (the right to choose).
Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
4. Hak untuk didengar (the right to be herad).
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukkan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.
Adapun kewajiban konsumen termuat juga dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sebagai berikut:[footnoteRef:35] [35:  pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen] 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2.3.2. Pengertian pelaku usaha
        Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, Menurut pasal 1 angka 3 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[footnoteRef:36]Dibawah ini terdapat hak-hak dan kewajiaban yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Dibawah ini hak-hak pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sudah dituangkan hak-hak pelaku usaha dalam perlindungan konsumen sebagai berikut: [36:  .R.I Undang- undang Nomor 8 Tahun1999, tentang ‘’Perlindungan konsumen’’, Bab 1,Pasal 1 ayat 3] 

1. Hak pelaku usaha[footnoteRef:37] [37:  Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 53-61.] 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
1. Kewajiban Pelaku Usaha
Dalam terdapat kewajiaban pasal 7 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah.[footnoteRef:38]  [38:  R.I Undang- Undang Nomor 8 Tahun1999, Tentang ‘’Perlindungan Konsumen’’, Bab III,Pasal 7] 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
2. Memberikan informasi yang benar,jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif ;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta jaminan dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterina atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak  dan kewajiban   pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan keawajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
2. Larangan Pelaku Usaha[footnoteRef:39] [39:  Rimenda, K., Westra, I. K., & Priyanto, I. M. D. (2013). Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1, 1-12.] 

Adapun larangan terhadap pelaku usaha yaitu:
a. Tidak memenuhi tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikat barang tersebut.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan dalam jumlah hitungan yang sebenarnya.
d. Sesuai dengan kondisi, jaminan, keistinewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atrau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau pengguna tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etikat, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jantgka waktu pengguna atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan’’ halal’’ yang dicantumkan dalam label.
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.4. [bookmark: _Toc119104523]Tanggung jawab Pelaku usaha
Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen,Tanggung jawab dalam pelaku usaha adalah:[footnoteRef:40] [40:  Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46-64.] 

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengantti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3) Pemberian ganti rugi dilakanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
2.5. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Dasar hukum dalam perlindungan konsumen dari segi hukum positif[footnoteRef:41] yaitu: [41:  Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 8(1), 1-14.] 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene (Kesehatan masyarakat)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
2.6. [bookmark: _Toc119104524]Kerangka Pikir
                                DASAR HUKUM
UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN




PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TAK LAYAK KONSUMSI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DIWILAYAH KOTA GORONTALO


		
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diwilayah kota gorontalo:
1. Sosialisasi
2. Pembinaan
3. Pengawasan





Faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum bagi konsumen seterusnya sampai diwilayah kota goronralo:
A. Faktor internal
a. Faktor Ekonomi
b. Faktor penegak hukum
B. Faktor eksternal
a. Kesadaran Pelaku usaha
b. Kesadaran Konsumen









			
Terwujudnya Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen


	
2.7. [bookmark: _Toc119104525]Definisi Oprasional
1. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
2. Daging sapi Tak layak konsumsi adalah daging sapi yang memiliki warna yang tidak terlalu kemerahan dan agak pucat, dan stektur daging sapi tersebut lengket dan berlendir dan jika dikonsumsi dapat membahayakan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara.
4. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.
5. Pembinaan adalah upaya yang di laksanakan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
6. Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar
8. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingungan luar dan dapat dan mempengaruhi belajar.
9. Faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan.
10. Faktor penegak hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia.
11. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab .
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
[bookmark: _Toc119104526][bookmark: _Toc119104527]
                                            BAB III
METODE PENELITIAN	
	
[bookmark: _Toc119104528]Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan
adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara
dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang
dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat
yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
 Sedangkan menurut abdul kadir muhammad memberikan gambaran mengenai penelitian empiris yaitu [footnoteRef:42] jenis penelitian yang khsusus mengkaji perilaku masyarakat, dan menganalisa perilaku hukum yang berlaku terhadap masyarakat maka dari pendapat yang dikemukakan diatas memperlihatkan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu pada “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Sapi Tak layak Konsumsi Yang dilakukan Oleh Pelaku Usaha Diwilayah kota gorontalo” [42: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 101] 
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[bookmark: _Toc119104529]Objek Penelitian
Adapun objek penelitian ini adalah ‘’Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Sapi Tak layak Konsumsi Yang dilakukan Oleh Pelaku Usaha Diwilayah kota gorontalo’’ Dengan demikian penelitian ini, semoga rumusan masalah dapat terselesaikan dengan baik didalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc119104530]Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian atau tempat meneliti ini untuk memperoleh informasi, sekaligus data-data dalam proses penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Gorontalo, Lokasi ini, peneliti ambil karena berhubungan dengan pengawasan peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang beredar diwilayah kota gorontalo. Dan waktu penelitian dilakukan lebih dari 1 bulan setelah ujian propal.
[bookmark: _Toc119104531]Jenis dan Sumber Data
Upaya mengumpulkan data pada penelitian ini peneliti mengunakan 2 jenis penelitian, antara lain:
1. Data primer 
Data yang didapatkan secara lansung dengan permohonan data terkait peredaran daging sapi tak layak konsumsi serta mewawancarai Ketua YLKI sekaligus permintaan data konsumen yang melapor dan yang terkait dengan penelitian ini yang berada di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Gorontalo.


2. Data sekunder 
Data yang digunakan dengan mengambil beberapa literature, dokumen, serta studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.
[bookmark: _Toc119104532]Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
 Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia ( dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa ) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.[footnoteRef:43] Populasi dalam hal ini yang saya ambil adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Gorontalo. [43:  Amiruddin & H.Zainal asikin,2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 95] 

2. Sampel
      Sampel adalah seluruh bagian dari populasi yang akan mendukung populasi dan guna mendapatkan informasi terkait penelitian ini yakni:
1. 1 (Satu) Pelaku Usaha 
2. Ketua YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
[bookmark: _Toc119104533]Teknik Pengumpulan Data[footnoteRef:44] [44:  Ida, R. (2018). Etnografi virtual sebagai teknik pengumpulan data dan metode penelitian. The Journal of Society and Media, 2(2), 130-145.] 

1. Observasi
Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara lansung atau tanpa alat terhadap gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didialam situasi muatan, yang khusus diadakan.
2. Wawancara 
Yakni metode pengumpulan data dengan berhadapan langsung dengan pihak-pihak dalam bentuk tanya jawab, pertanyaan kepada kepala penindakan yang dibuat secara terstruktur terkait dengan objek penelitian agar dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
3. Studi Kepustakaan 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menalaah bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini. Itu berupa literature, serta peraturan perundang-undangan yan berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc119104534]Analisis Data
Dari data dan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan maupun media social atau sumber informasi lain, ini sesuai denga fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan.[footnoteRef:45] [45:  Ashshofa, B. (2007). Metode penelitian hukum.] 

Maka analisis data yang saya gunakan menggunakan analisis kualitatif, karena melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan sumber data yang ada. Analisis kualitatif ini menjelaskan fenomena yang terjadi ataupun fakta.
















[bookmark: _Hlk134738029]BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Di lihat dari sejarahnya, dengan lahirnya YLKI tanggal 11 Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri. Terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah Gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.[footnoteRef:46]  [46:  IRFAN, M. (2004). Eksistensi YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dalam perlindungan konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
] 

Dengan berdirinya YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi. Yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama pekan swakarya ini menimbulkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Metode kerja YLKI baru pada penelitian terhadap sejumlah produk barang dan jasa kemudian diperlihatkan hasilnya kepada masyarakat. Gerakan ini belum mempunyai kekuatan lobi untuk memberlakukan atau mencabut suatu peraturan.46

Dengan melihat kepentingan atas adanya lembaga yayasan tersebut, maka di gorontalo telah didirikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo, yang di tertempat/terletak jalan Baso Bobihoe, kayubulan, kecematan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dalam eksitensinya sebagai lembaga yayasan mempunyai Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:
Visi:
Masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan kelompok. Sebagai organisasi yang bergerak di perlindungan konsumen, sesuai dengan visi yang ingin dicapainya, maka YLKI selalu berusaha mendampingi dan memberikan masukan-masukan kepada konsumen yang mengalami kerugian.
Misi
1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen,
1. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen,
1. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan public,
1. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak bagi konsumen.
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Tak Layak Konsumsi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Diwilayah Kota Gorontalo
Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbicangan dimasyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk daging sapi yang dipasarkan kepada konsumen ditanah air. Baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran daging secara lansung.
Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk makanan yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek ekploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja daging yang dikonsumsinya.
Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk daging yang biasa dikonsumsi.
Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekdar bagaimana memilih produk barang daging, tetapi yang lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi produk makanan yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan dengan harga yang sesuai.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang perlindungan konsumen ini yang mendorong pemerintah, lembaga perlindungan konsumen masyarakat dan masyarakat konsumen untuk melakukan perlindungan melalui sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, adapun ciri-ciri daging sapi tak layak dikonsumsi antara lain: 
1. Daging berwarna pucat;
2. Saat ditekan daging mengeluarkan air yang banyak;
3. Daging cepat membusuk karena mengandung banyak bakteri 
Sedangkan ciri-ciri daging yang layak dikonsumsi antara lain:
1. Warna daging merah segar; 
2. Tidak berbau dan tidak banyak mengandung air.
Hal yang membedakan antara daging yang layak konsumsi dengan daging sapi glonggongan antara lain pertama, tekstur dagingnya, jika daging sapi glonggongan tekstur daging sangat lembel dan banyak sekali mengandung air. Kedua, baunya. Daging sapi glonggongan biasanya berbau menyengat karena dalam daging tersebut terjadi proses pembusukan yang dilakukan oleh bakteri yang terkandung dalam daging.
4.2.1. Adapun beberapa bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diwilayah kota gorontalo: 
4.2.2. Sosialisasi
Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya mengetahui dampak dan bahaya daging yang tak layak konsumsi apabila beredar dalam masyarakat, Sosialisasi ini maksudnya adalah upaya yang dilakukan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia untuk meminimalisasi peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan mengatasi kendala karena belum adanya RPU adalah dengan melakukan penyiaran radio merupakan salah satu bentuk untuk memahamkan masyarakat bagaimana cara memilih daging sapi yang baik dan benar. Penyampain secara lisan ini bertujuan agar pelaku usaha yang membuat curang ini jerah dan masyarakat tidak lagi di bayang-bayangi ketakutan mengkomsumsi daging sapi.
Secara Teori Dalam hal ini, sosialisasi masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang dampak dan bahaya daging yang tak layak konsumsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui media massa, kampanye publik, dan pendidikan formal atau nonformal.
Analisis terhadap pentingnya sosialisasi tentang dampak dan bahaya daging yang tak layak konsumsi pada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha adalah sebagai berikut:
1. Kesadaran Konsumen
Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang bahaya daging yang tak layak konsumsi, seperti daging yang kadaluarsa, daging yang tercemar oleh bahan kimia atau zat beracun lainnya, serta daging yang berasal dari hewan yang sakit atau mati mendadak. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, maka masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli daging yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.
2. Kewajiban Pelaku Usaha
Sosialisasi juga dapat menjadi sarana untuk menyadarkan pelaku usaha tentang kewajiban mereka untuk memasok daging yang sehat dan aman bagi konsumen. Sebagai produsen atau pengecer daging, mereka harus memastikan bahwa daging yang mereka jual telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika tidak, maka mereka harus mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul akibat penjualan daging yang tidak layak konsumsi.
3. Perlindungan Konsumen
Sosialisasi juga dapat membantu melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keamanan yang ditimbulkan oleh daging yang tidak layak konsumsi. Dalam hal ini, sosialisasi dapat memberikan pengetahuan tentang hak-hak konsumen dan cara-cara untuk melindungi diri dari produk yang tidak layak konsumsi. Misalnya, konsumen harus memeriksa label dan tanggal kedaluwarsa pada produk daging sebelum membeli.
4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Sosialisasi tentang dampak dan bahaya daging yang tidak layak konsumsi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat lebih waspada terhadap daging yang tidak layak konsumsi, maka mereka akan lebih mungkin untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan aman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Dalam kesimpulannya, sosialisasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyadarkan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang bahaya dan dampak dari daging yang tidak layak konsumsi. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan, maka masyarakat dapat terlindungi
         Berdasarakan wawancara yang diperolah dari ketua yayasan lembaga konsumen indonesia kota gorontalo Bapak Hariyanto Puluhulawa S.KOM., SH mengatakan bahwa:
           ‘’Cara bersosialisasi  sebenarnya tergantung dari kepala desa, contohnya saya sebagai kepala desa di suatu tempat supaya saya memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat saya, saya harus mengundang salah satu lembaga yang bergerak di bagian perlindungan konsumen misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kami tanpa di undang pasti kami tidak bisa datang karna kita juga tergantung dari kepala-kepala desa jika memang kepala desa memang punya niat untuk memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat nya harusnya kami di undang. Dan seharusnya pemerintah bisa mengandeng atau melibatkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indobesia) dalam kegiatan yang sifatnya langsung terjun di masyakarat agar mempermudah kami yang ada di YLKI melakukan sosialisasi pemahan terkait perlindungan konsumen terkhususnya peredaran daging sapi.’’[footnoteRef:47] [47:  Sosialiasai, hasil wawancara (Ketua Umum Yayan Lembaga Konsumen Indonesia, 25 februari 2023).] 


Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh bapak heriyanto puluhulawa selaku ketua umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia peneliti berpendapat bahwa sosialisasi terhadap perlidungan konsumen sangat lah penting bagi masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha. Karena dengan adanya sosialisasi bagi pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan pelaku usaha dalam menerapkan perlindungan konsumen. Dan masyarakat sebagai konsumen yang kritis. Berani memperjuangkan haknya apabila barang atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi konsumen juga harus mengerti akan kewajibannya, terkhususnya dalam peredaran daging sapi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan baik dari pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sekiranya konsumen dan pelaku usaha dalam peredaran daging sapi mengetahui hak dan kewajiban dan apa yang tidak boleh di lakukan sehingga perlindungan konsumen dapat terlaksanakan.
Analisis Penulis bahwa sosialisasi dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang bahaya dan dampak dari daging yang tidak layak konsumsi. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan kualitas dan keamanan daging yang mereka konsumsi, serta memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. Hal ini akan membantu melindungi masyarakat dari risiko dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh daging yang tidak layak konsumsi.
4.2.3. Pembinaan
         Pembinaan ini maksudnya [footnoteRef:48]adalah penyuluhan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna hasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik terhadap pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha ini dianggap telah cukup untuk mengerti hukum karena dalam memperoleh izin dalam tahapan yang dibiasa dibilang rumit. Disini maksud YLKI untuk memberikan arahan dan membimbing agar pelaku usaha dan konsumen tidak cerobah menjual dan membeli daging yang tidak layak konsumsi, Dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. [48:  Nugroho, A. (2014). Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat yang Dirugikan Akibat Iklan yang Menyesatkan. Lex Jurnalica, 11(2), 18086.] 

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian YLKI adalah keselamatan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Saat ini, masih terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan dan kesehatan dalam memproduksi dan menjual daging, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen yang mengonsumsinya.
Selain itu, masih terdapat konsumen yang kurang sadar akan risiko dan bahaya yang mungkin timbul akibat mengonsumsi daging yang tidak layak konsumsi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi mengenai standar keamanan dan kesehatan dalam konsumsi daging.
Oleh karena itu, YLKI berupaya memberikan arahan dan membimbing agar pelaku usaha dan konsumen tidak ceroboh dalam menjual dan membeli daging yang tidak layak konsumsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen atas keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi, serta memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan.
Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak heriyanto puluhulawa selaku ketua umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kota gorontalon menerangkan bahwa:
 ‘’Pembinaan ini sering dilakukan oleh tim kami (Yayasan lembaga konsumen indonesia) dan kepala-kepala desa di setiap desanya masing-masing, disaat itu kami menerangkan dan menyampaikan hal apa saja yang pelaku usaha atau konsumen lakukan kami tindak lanjuti, apakah ini bertentangan dengan prosedur yang aada atau tidak. Jika tidak maka kami tidak akan melakukan penindakan produk daging yang kalian jual, jika kami melakukan penindakan maka produk daging yang kalian jual itu bermasalah, jadi untuk pelaku usaha dan konsumen pintar-pintarlah dalam melakukan jual beli produk daging, Apakah daging sapi tersebut sesua dengan prosedur atau tidak.’’[footnoteRef:49] [49:  Wawancara (Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 25 februari 2023) Dan Undang-undang perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 pasal 29 ayat 1,2,3,4 dan 5.] 


          Jadi berdasarkan keterangan narasumber diatas bahwa pembinaan ini langsung dilakukan ditempat mereka masing-masing (Sesuai desa). Menjelaskan sanksi dan aturan yang berlaku, sekaligus menerangkan apa yang salah sampai produk daging tersebut tidak di jual atau di perdagangkan, agar pelaku usaha dan konsumen paham dan tidak akan mengulanginya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 29 ayat 1,2,3,4 dan 5 yang berbunyi:
(1) Pemerintah bertanggun jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3) Menteri sebagaiman dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atau penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindunagn konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
i. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Analisis Penulis YLKI sebagai organisasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan membimbing pelaku usaha dan konsumen untuk tidak ceroboh dalam menjual dan membeli daging yang tidak layak konsumsi. Berikut ini adalah analisis mengenai pentingnya peran YLKI dalam hal ini:
1. Menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen YLKI berperan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen dengan memberikan arahan dan membimbing pelaku usaha dan konsumen agar tidak ceroboh dalam menjual dan membeli daging yang tidak layak konsumsi. Dengan demikian, YLKI berkontribusi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen dari risiko dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh daging yang tidak layak konsumsi.
2. Mengedukasi konsumen YLKI berperan dalam mengedukasi konsumen tentang pentingnya memperhatikan standar keamanan dan kesehatan dalam memilih dan membeli daging. Dengan memberikan informasi yang benar dan akurat, konsumen dapat lebih sadar akan risiko dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh daging yang tidak layak konsumsi, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih dan membeli daging.
3. Mendorong pelaku usaha mematuhi standar keamanan dan kesehatan YLKI berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan dan kesehatan dalam memproduksi dan menjual daging. Dengan memberikan arahan dan membimbing yang benar, pelaku usaha dapat lebih memahami dan mematuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan produk daging yang lebih aman dan berkualitas.
Dalam kesimpulannya, peran YLKI dalam memberikan arahan dan membimbing agar pelaku usaha dan konsumen tidak ceroboh menjual dan membeli daging yang tidak layak konsumsi sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen, mengedukasi konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan dan kesehatan.
4.3. Pengawasan
Yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesui dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan di kota gorontalo hanya sebatas pengawasan terhadap lalu lintas hewan tetapi pengawasan pada saat proses produksi sampai pada saat daging sapi tersebut beredar atau dijual di pasar sangat lemah. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan sapi yang masih hidup yang masuk dan keluar dari luar kota gorontalo. Selain untuk memastikan sapi yang masuk dan keluar dari wilayah provinsi gorontalo, hal ini juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan[footnoteRef:50]. [50:  Thahara, A. W. (2013). Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga (studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Artikel Ilmiah.] 

Berdasarkan wawancara bapak hariyanto puluhulawa selaku ketua umum yayasan lembaga konsumen indonesia mengatakan bahwa:
 ‘’Pengawasan terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumi, pemotongan dilakukan di rumah potong hewan sehingga pengawasan serta pemeriksaannya mudah diketahui bahwa daging tersebut layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi’’.[footnoteRef:51] [51:  Wawancara (Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,25 februari 2023) Dan Undang-undang perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 pasal 30.] 

        Berdasarkan hasil wawancara dari selaku ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di simpulkan bahwa sudah dilokalisasikan pada satu tempat akan sulit memberikan ruang kepada pelaku usaha agar tidak membuat curang dalam berdagang. Akan tetapi setelah melakukan sosialisasi dan pengawasan peredaran daging sapi di pasar sudah cukup baik dengan dilakukannya pemeriksaan atau inspeksi mendadak dipasar, serta memberika sanksi kepada pedagang daging sapi yang curang untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen bahwa daging tersebut tidak layak di konsumsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 30 tentang pengawasan, yakni;
1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumenserta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(4) Apabila hail pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan denan Peraturan Pemerinta akni.
Analsisi penulis Pengawasan terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi dan pemotongan dilakukan di rumah potong hewan di Gorontalo merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Berikut adalah analisis mengenai pentingnya pengawasan dalam hal ini:
1. Menjaga kesehatan konsumen Daging sapi yang tidak layak konsumsi dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen yang mengonsumsinya, seperti keracunan dan infeksi bakteri. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi dan pemotongan dilakukan di rumah potong hewan sangat penting untuk dilakukan guna menjaga kesehatan konsumen.
2. Meningkatkan kualitas daging sapi yang dihasilkan Pengawasan terhadap rumah potong hewan dapat meningkatkan kualitas daging sapi yang dihasilkan. Dengan mengawasi proses pemotongan dan pengolahan daging sapi, dapat memastikan bahwa daging sapi yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.
3. Mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan Pengawasan terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi dan pemotongan dilakukan di rumah potong hewan juga dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daging sapi Dengan adanya pengawasan terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi dan pemotongan dilakukan di rumah potong hewan, konsumen akan lebih percaya terhadap produk daging sapi yang dihasilkan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daging sapi dan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk daging sapi yang aman dan berkualitas.
Dalam kesimpulannya, pengawasan terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi dan pemotongan dilakukan di rumah potong hewan di Gorontalo sangat penting untuk menjaga kesehatan konsumen, meningkatkan kualitas daging sapi yang dihasilkan, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daging sapi.
Adapun data mengenai konsumen yang melapor ke YLKI
	No.
	    Tahun 
	Kasus terlapor
	  Alamat terlapor

	   1.
	    2018
	    1 kasus         
	        Batudaa

	   2.
	    2019
	         -
	             -

	   3.
	    2020
	         -
	             -




Berdasarkan keterangan ketua YlKI Heriyanto puluhulawa bahwa konsumen yang melapor ini adalah’’ konsumen yang tidak mengetahui bahwa daging mereka beli daging yang sudah tidak layak konsumsi sehingga konsumen melaporkannya dan melakukan mediasi jika pelaku usaha tidak ada itikad baik untuk melakukan ganti rugi maka ylki lansung yang akan menggugatnya.
Maka dari itu dari hasil keterangan narasumber dapat kita lihat bahwa kurangnya pengetahuan konsumen menjadi factor peredaran daging sapi tak layak konsumsi.
4.4.  Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen seterusnya sampai diwilayah kota gorontalo:
4.4.1. Faktor internal
c. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan dalam beberapa cara. Salah satu faktor ekonomi yang sering dikaitkan dengan kejahatan adalah kemiskinan. Beberapa studi menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya. Hal ini dapat disebabkan oleh kebutuhan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan[footnoteRef:52]. [52:  Marhendra, D. L. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Daging Sisa dari Restoran yang diolah Kembali (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).] 

Selain itu, kesenjangan ekonomi yang besar juga dapat memicu kejahatan. Ketidakadilan ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan dan frustasi, yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk protes atau sebagai upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka. Misalnya, seseorang yang merasa bahwa mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan atau gaji yang adil karena diskriminasi ras atau gender mungkin merasa terdorong untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk protes atau untuk mencoba mengatasi ketidakadilan ekonomi tersebut.

Selain itu, adanya peluang atau kesempatan yang tersedia juga dapat menjadi faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Misalnya, jika seseorang memiliki akses yang mudah ke sumber daya yang dapat diambil secara ilegal, seperti uang atau barang berharga, maka mereka mungkin akan terdorong untuk mencuri atau merampok. Demikian pula, jika ada kelemahan dalam sistem keamanan atau lingkungan yang tidak aman, seperti lingkungan yang banyak terdapat kejahatan, maka hal ini dapat meningkatkan peluang atau kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal.
Namun, meskipun faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini tidak selalu berlaku untuk semua kasus kejahatan. Ada banyak factor lain, seperti faktor sosial, psikologis, dan lingkungan, yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Selain itu, tidak semua orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau ketidakadilan ekonomi akan menjadi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, faktor ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari konteks yang lebih luas dalam memahami kejahatan dan penegakan hukum.
Dalam proses wawancara yang saya lakukan selama penelitian, faktor ekonomi menjadi faktor utama konsumen dalam peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang tidak memiliki izin edar, Adapun berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hariyanto puluhulawa selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam keterangkan wawancaranya yaitu:
‘’ Banyak pelaku usaha yang melihat keadaan suatu konsumen yang utama adalah keadaan ekonomi dari konsumen pada suatu daerah tertentu. Karena jika dalam suatu daerah yang memiliki ekonomi rendah, kebanyakan mereka tidak melihat kualitas daging yang dia konsumsi. Mereka hanya melihat daging tersebut murah. Tetapi bagus dalam hal ini hanya bersifat sementara, karena daging tersebut jika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan adanya kesehetan terganggu. Banyak dari mereka hanya melihat harga saja tanpa mencari tahu dan memastikan daging ini layak di konsumsi atau tidak layak. Semua terlihat tergiur dengan harganya yang murah’’.[footnoteRef:53] [53:  Faktor ekonomi, wawancara (Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).] 


Selain itu, tidak semua masyarakat yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit akan terdorong untuk mengkonsumsi daging yang tidak layak konsumsi atau ilegal. Perilaku konsumen didasarkan pada preferensi dan kebutuhan pribadi, dan keputusan untuk mengkonsumsi suatu produk tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas, harga, ketersediaan, dan kesadaran akan manfaat dan risiko dari produk tersebut.
Penting untuk memperhatikan bahwa mengkonsumsi daging yang tidak layak konsumsi atau ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait keamanan pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengkonsumsi produk pangan yang aman dan terjamin kualitasnya.
       Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Heriyanto Puluhulawa selaku ketua umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kota gorontalo, dan berdasarkan keterangan yakni:
   ‘’Kebanyakan konsumen didaerah terpencil atau konsumen yang tidak memiliki ekonomi rendah, mereka lebih memilih membeli atau mengkonsumsi daging yang murah dan tidak memiliki izin edar, dan sebenarnya itu berbahaya untuk konsumen. Banyak masyarakat yang mengkonsumsi daging-daging yang ia tidak ketahui bahwa daging tersebut sudah tidak layak dikonsumsi sehingga harganya lebih murah atau tidak menguras kantong dan ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjual daging tersebut.’’[footnoteRef:54] [54:  Wawancara bapak Heriyanto puluhulawa.] 


         Berdasrkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber ini sangat menunjukkan bagaimana factor ekonomi ini menjadi pengaruh bagi konsumen untuk mengkonsumsi daging tersebut. Konsumen sangat cepat terpengaruh dengan harga dan tidak melihat apakah ini layak di konsumsi atau tidak.
d. Faktor penegak hukum
       Penegak hukum bagi pelaku usaha peredaran daging sapi tak layak konsumsi di kota gorontalo selama ini hanya sekedar diberikan peringatan, kemudian diberikan pembinaan berupa penyuluhan, kemudian daging sapi tak layak konsumsi tersebut disita dari para penjual. Aparat penegak hukum dalam hal ini tidak memberikan sanksi dari pada yang tersebut diatas dikarenakan faktor kelemahan ekonomi dan rendahnya pengetahuan para penjual daging sapi. Para penjual umumnya hanya dititipi oleh oknum pengedar dan mereka tertarik menjual daging tak layak konsumsi dengan alasan daging tersebut harganya jauh lebih murah dibanding dengan daging sehat yang layak konsumsi. Para penjual umumnya menjual daging tak layak konsumsi tersebut dengan harga yang sama seperti menjual daging sehat.
        Atas adanya kasus pengaduan konsumen daging sapi tak layak konsumsi tersebut, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia hanya sebatas mediasi anatara konsumen dengan penjual daging sapi tak layak konsumsi dan belum sampai ke tingkat pengadilan. Langkah yang harus ditempuh oleh konsumsi jika akan melakukan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya adalah sebagai berikut. Mula-mula konsumen datang ke yayasan lembaga konsumen indonesia menceritakan keluhan tersebut. Upaya yang di tempuh oleh yayasan lembaga konsumen indonesia untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal ini melakukan pendidikan kepada konsumen, mendampangi konsumen agar tidak merasa dirugikan oleh oknum pengedar daging sapi tak layak konsumsi yang tidak bertanggung jawab, melakukan penyuluhan kepada konsumen agar tidak mudah tertiupu oleh adanya daging sapi tak layak konsumsi, serta melakukan penantauan terhadap peredaran daging di pasaran yang bekerja sama dengan Dinas peternakan, Yayasan lembaga konsumen indonesia.
            Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keaktifan dari konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu:[footnoteRef:55] [55:  Faktor-faktor memperjuangkan hak-haknya.] 

1. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang memang masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi UUPK dan faktor ekonomi.
2.  Tingkat keberanian konsumen untuk mengemukakan pendapat yang masih rendah. Tingkat pendidikan konsumen yang rendah.
3.  Adanya penghitungan untung rugi seperti harga barang yang dibeli dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen jika mengangkat permasalahan konsumen.
4.  Kesibukan konsumen yang mengadukan kerugiannya, sehingga untuk melewati proses penyelesaian masalah dianggap merepotkan.
5. Rasa tidak percaya diri dari konsumen yang berhadapan dengan pelaku usaha. Rasa tersebut menimbulkan dugaan bahwa konsumen pasti akan kalah dengan pelaku usaha.
6. Kurangnya kesabaran dalam melewati tahap demi tahap penyelesaian permasalahan, sehingga terkadang proses terhenti ditengah jalan.
       Hambatan yang ditemui oleh Yayaan lembaga konsumen indonesia (YLKI) selaku lembaga perlindungan konsumen adalah:
1. Konsumen masih banyak yang tidak menindak lanjuti kasusnya jika mereka melakukan pengaduan hanya sebatas mengadu saja namun tidak mengikuti penyelesaian sengketa konsumen.
2. Pelaku usaha dalam hal ini pengedar dan atau pedangan selalu tidak biasa dan tidak mau dalam menyelesaiakn masalah.

4.4.2. Faktor eksternal
c. Kesadaran Pelaku usaha
Hal itu terjadi karena pelaku usaha hanya mencari keuntugan tanpa menyadari bahayanya dan tanpa memikirkan bahwa perbuatan mereka berdampak negatif  jika pelaku usaha mengedar atau menjual daging sapi tersebut yang tidak layak di konsumsi akan berdampak buruk Dan sering ditemukan pelaku usaha yang sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi bahwa daging sapi tersebut layak di konsumsi.
Pendorong moral dari pelaku usaha Tujuan utama dari adanya etika bisnis tersebut adalah untuk mendorong atau meningkatkan kesadaran akan moral bagi para pelaku bisnis. Di dalam badan sebuah aktivitas bisnis bukan hanya berputar pada keuntungan atau profit, produksi barang, atau kegiatan operasional bisnis saja.
         Menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak heriyanto puluhulawa selaku ketua umu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menerangkan bahwa:
       ‘’Kesadaran pelaku usaha sebenarnya kembali kepada diri masing-masing jika sang pelaku usaha tidak memiliki moral yang baik, mental yang kuat, pasti pelaku usaha akan sadar dan tidak memperdagangkan daging sapi yang tak layak konsumsi karena pelaku usaha hanya memikirkan keuntangan tanpa memikirkan yang ia lakukan adalah berdampak buruk terhadap konsumen jika mengkonsumsinya.”[footnoteRef:56] [56:  Wawancara bapak heriyanto puluhulawa.] 

       
Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh bapak heriyanto puluhulawa bahwa kesadaran pelaku usaha sebenarnya kesadaran dari diri masing-masing atau kembali ke diri masing-masing apabila melakukan kecurangan dalam berdagang.
d. Kesadaran Konsumen
 Konsumen juga kurang memahami tentang peredaran yang berbahaya seperti daging yang tak layak konsumsi, karena kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi daging yang tak layak konsumsi dapat dikatakan tidak baik untuk kesehatan dan konsumen khususnya dalam produk daging sapi, konsumen merasa dirugikan akibat membeli atau mengkonsumsi daging yang tak layak di konsumsi dan konsumen seringkali berada diposisi yang menguntungkan dan lemah daya telitinya dalam membeli daging sapi. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan tidak menganggap bahwa persoalan itu hanya biasa saja.
Dari keterangan yang disampaikan kepada ketua umum Yayasan Lemabaga Konsumen Indonesia yaitu bapak heriyanto puluhulawa menerangkan bahwa:
      ‘’Sebenarnya dalam kesadaran konsumen itu harus teliti dalam melakukan belanja dan/atau membeli daging sapi supaya kita sebagai konsumen tidak kecewa dan tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Jika membeli daging konsumen harus memperhatikan daging tersebut apakah layak dikonsumsi atau sudah tidak layak dengan cara mengetahui nya apakah daging tersebut layak atau tidak layak di konsumsi dengan cara melihat daging apakah daging tersebut masih segar, dagingnya berwarna kemerahan dan dagingnya empuk.”[footnoteRef:57] [57:  Wawancara ketua umum YLKI (Bapak heriyanto puluhulawa).] 


       Berdasarkan hasil wawancara diatas yang di sampaikan oleh selaku ketua umum yayasan lembaga konsumen indonesia sudah menerangkan bahwa konsumen harus teliti dalam membeli produk daging agar tidak merasa dirugikan dan tidak mengkonsumsi daging yang tidak layak dikonsumsim











BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
       Berdasrkan hasil penelitian yang telah diuraikan sesuai dengan apa yang didapatkan dilapangan maka dalam pembahasan sebelumnya penulis peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diwilayah kota gorontalo ini dipengaruhi oleh 2 factor, yakni factor internal dan factor eksternal. Disini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kota gorontalo telah melakukan sosialisasi atas beredarnya daging sapi tak layak konsumsi di masyarakat, nyatanya masih banyak peredaran daging yang tidak memiliki surat izin usaha atau berdagang karena masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi, pelaku usaha yang terus menjual dan memperdagangkan daging tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi tak layak konsumsi yang disssslakukan oleh pelaku usaha diwilayah kota gorontalo ini sebagai yang dijelaskan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini dijelaskan bahwa yang dilakukan YLKI adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan pelaku usaha, pembinaan konsumen tersebut.
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5.2  Saran
      Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran, antara lain:
1. Pelaku usaha yang memproduksi atau juga yang memperdagangkan suatu produk harus memiliki itikad baik dan jujur serta harus mengetahui apa dampak jika daging di edarkan tersebut melawan hukum sanksi apa yang akan diperoleh jika memproduksi dan memperdagangkan daging yang tidak memiliki izin surat usaha.
2. [bookmark: _Hlk129818429]Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen harus lebih aktif lagi memberikan pembinaan dan pengawasan sehingga peredaran sapi yang tidak layak di konsumsi tidak dirasakan lagi oleh konsumen sehingga masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen memahami betul hak dan kewajiban dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh keduanya sehingga terciptanya perlindungan konsumen 
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ABSTRAK

HASTIA. H1119093. PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING SAPI TAK LAYAK KONSUMSI YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI WILAYAH KOTA

GORONTALO

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumsi
daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha diwilayah Kota
Gorontalo. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan konsumen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang
digunakan adalah penelitian penulis mengandung nilia-nilai hukum yang
terkandung dalam masyarakat dan selalu mengedepankan fakta realita yang terjadi
dimasyarakat sehingga dianggap sebagai metode penelitian empiris. Penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran
daging sapi tak layak konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah Kota
Gorontalo ini dipengaruhi olch 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor cksternal.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Gorontalo telah melakukan
sosialisasi atas beredarnya daging sapi tak layak konsumsi di masyarakat, nyatanya
masih banyak peredaran daging yang tidak memiliki surat izin usaha atau
berdagang. (2) Pelaku usaha yang memproduksi atau juga yang memperdagangkan
suatu produk harus memiliki itikad baik dan jujur serta harus mengetahui apa
dampak jika daging di edarkan tersebut melawan hukum sanksi apa yang akan
diperoleh jika memproduksi dan memperdagangkan daging yang tidak memiliki
izin sural usaha dan pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen harug/Ie!
aktif lagi memberikan pembinaan dan pengawasan sehingga peredaran dag
yang tidak layak konsumsi tidak dirasakan lagi oleh konsumen s
masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen memahami betul hi &
kewajiban dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh keduanya sehingg

terciptanya perlindungan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, pelaku usaha, daging sapi tak layak konsumsi
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ABSTRACT

HASTIA. HI119093. THE CONSUMER PROTECTION AGAINST THE

CIRCULATION OF UNFIT-FOR-CONSUMPTION BEEF BY BUSINES
ACTORS IN GORONTALO CITY BUSINESS

This study aims to: (1) find out the legal protection for the consumption of unfit-
Jor-consumption beef by business actors in Gorontalo City, (2) find out the
inhibiting factors of consumer protection. The research method used in this study
is the legal values contained in society and always prioritizes the real facts that
occur in society so that it is considered an empirical research method. This study
indicates that: (1) Legal protection for consumers against the circulation of unfit-
Jor-consumption beef by business actors in Gorontalo C ity is affected by two
Jactors, namely internal factors and external Jactors. The Indonesian Consumers
Foundation of Gorontalo City has conducted socialization on the circulation of
unfit-for-consumption beef in the community, but in fact, there are still many meat
distributors who do not have a business license. (2) Business actors who produce
or also trade a product must have good faith and honesty and must know what the
impact is if the meat is circulated against the law and what sanctions will be
sentenced if producing and trading meat that does not have a business license. TJ h
government and the Consumer Protection Agency must be more active in p ,‘
guidance and supervision so that the circulation of unfit-for-consumption bee
longer felt by consumers so that the community as business actors and ¢,
Sully understand the rights and obligations and things that should not bé
both so that consumer protection is manifesied.

Keywords: consumer protection, business actors, unfit-for-consumption beef
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